
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pernbentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

: B. bahwa upaya mewujudkan kinerja pelayanan
publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya perlu
memiliki dan menerapkan prosedur kerja
pelayanan yang standar;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur rnerupakan
pedornan dan acuan yang baku dalam melakukan
suatu prosedur pekerjaan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dari masing-rnasing bagian;

c. bahwa Peraturan Wali.kota Banjarmasin Nomor 75
Tab un 2017 tentang Standar Operasional Prosedur
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
tun tu tan pelayanan sehingga perlu dilaku kan
revisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a huruf b, huruf c diatas
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Standar Operasional Prosed ur Adrninistrasi
Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

WALIKOTA BANJARMASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

...,

Menimbang

STANDAR OPERASTONALPROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA BANJARMASIN

TENTANG

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASJN
NOMOR /lJ TAHUN 2018

WALlKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67
.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik fndonesia Tahun 2009 Nornor
130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614, Tambah an Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayarian Minimal (Lernbaran Negara
Republik In.donesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor



215, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nornor 191);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun
20~14tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 22));

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2015 Nomor 2036) ;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 15 rabun
2014 tentang Petunj uk Teknis Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik lndonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Parawisata Daerah;

18. Peraturan Men ten Dalam Negeri Repu blik
Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola
Pelayanan Perizinan Terpad u Satu Pintu Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tab un 2009
Nornor 14) sebagimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peratu ran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 ten tang
Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarrnasin



DalamPeraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalab Kota Banjarmasin.
b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarrnasin beserta Perangkat

Daerah sebagaiUnsur PenyelenggaraanPemerintahanDaerah.
c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Ke:rjaPerangkatDaerahKota Banjarmasin.
e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disebut DPMPTSP,adalah unsur perangkat daerah yaitu
Dinas yang memiIiki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk
pelayanan perizinan di daerah dengansistem satu Pintu.

f. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan. oleh KepaJaDinas berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorangatau badan
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

g. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABI
KETENTUAN UMUM

PasaJ1

PEMERINTAHANPADADINAS PENANAMANMODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANJARMASIN.

ADMINISTRASIPROSEDUR
STANDARTffiNTANGWAUKOTAPERATURAN

OPERASIONAL
Menetapkan

MEMUTUSKAN:

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha
Parawisata (Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2017 Nomor 14);

(Lembaran Daerah Kota banjannasin Nomor 2013
Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 10
Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPenanaman
Modal di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor39);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarrnasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40);



Maksud ditetapkannya Stan dar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin adalah untuk mengidentifikasi, merumu skan ,
menyusun, rnemonitor, mengevaluasi serta mengembangkan mekanisme
tata laksana dalam pengambilan keputusan dan /atau tindakan oleh
Badan dan /atau pejabat DPMPTSP sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas, fungsi dan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal2

h. Non Perizinan adaJah segala bentuk kemudahan pelayan an , fasilitas
fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

L. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan
penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai .dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan daJam satu
tempat.

J. Pelayanan Adrninistrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik,

k. Standar Operasional Prosedur adalah rangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan hams dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.

1. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahari yang
selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dan
berbagai proses penyeJenggaraan administrasi pemerintahan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Standar Operasional Prosedur Administratif yang selanjutnya disingkat
SOP Administratif adalah prosedur stan dar yang bersifat urnum dan
tidak rinci dad kegiatan yang dilakukan oleh lebih dad satu orang
aparatur atau pelaksana dengan lebih dad satu peran atau jabatan.

n. Standar Operasional Prosedur Teknis yang selanjutnya dingkat SOP
Teknis adaJah prosedur standar yang sangat rind dan, kegiatan yang
dilakukan oleg satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran
atau jabatan.

o. Kepala Dinas adalab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

p. Sekretaris adalah Sekretaris DPMPTSP Rota Banjarmasin.
q. Kabid adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.
r. Costumer Service yang selanjutnya disingkat CS adalah Costumer

Service pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.
s. Front Office yang disingkat PO adaJah Front Office pada DPMPTSP Kota

Banjarmasin.
t. Tim Teknis adaJah Tim Teknis pada DPMPTSP Kota Banjarrnasin.
u. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan

terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.



(I) Badan danjatau Pejabat Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarmasin wajib menyusun dan melaksanakan pedoman
umum Standar Operasional Prosedur Adrninistrasi Pernerintahan;

(2) Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan wajib diumumkan kepada masyarakat oleh Badan
danjatau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(DPMP'fSP) Kota Banjarrnasin melalui media elektronik (web, e-mail)
dan melalui kegiatan tatap muka Jangsungj sosialisasi:

Pasal 5

BAB UI
STANDAROPERASlONALPROSEDUR

Manfaat ditetapkannya SOP pada DPMP'fSP adalah :

a. sebagai ukuran standar kinerja pegawai dalam menyelesaikan,
memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugas.

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang rnungkin dilakukan
seorang pegawai dalarn melakukan tugas.

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

d. mernbantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung dari
intervensi manajemen, sehingga akan rnengurangi keterlibatan
pimpinan dalarn pelaksanaan proses sehari-hari.

e. meningkatkan akuntabilitas pelaksaaan tugas.
f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi
usaha yang akan dilakukan.

g. memastikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang yang
harus dikuasi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
adalah agar tugas Badan danjatau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal (DPMPTSP) Kota Banjarrnasin dapat
diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien dalam
rangka melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan dan perlindungan.

Pasal 3

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Banjarmasin.



Prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat bagan atau alur
proses, yang menggambarkan langkah operasional alur proses dalam
bentuk gambar j simbol baganjalur Standar Operasional Prosedur
sebagairnana tercanturn dalam Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

BABV
BAGANATAUALURPROSES

(1) Badan danj atau Pejabat Pclayanan Pcrizinan Terpadu dan Pcnanaman Modal
(DPMPTSP)Kota Banjarmasin, sebclurn menetapkan kcputusan dan/atau
tindakan harus merneriksa dokumcn dan kelcngkapan Adminitrasi
Pemerintaban dari pemohon,

(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohnnan keputusan
dan/atau Tindakan yang diajukan dan telah roemenuhi pcrsyaratan, Badan
dau/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Pcnanaman Modal
(DPMPTSP) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pcmohon,
permohonan diterima,

(3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan keputusan
dan/atau Tindakan yang diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Penanaman Modal
(DPMPTSP) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pemohon,
permohonan diterirna.

Pasal7

BAB1V
PEMERlKSAANDOKUMEN

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kota Banjarmasin mernuat :
a. Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
c. Mekanisme;
d. Waktu Penyelesaian Izin

Pasal6



Dengan berlakunya Peraturan Walikota Ini, maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor75 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanarnan Modal
KotaBanjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V1If
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

-
Standar Operasional Prosedur yang telah dilalrukan penyesuaian dan
perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota
Banjarmasin.

Pasa111

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan
penyesuaian dan perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan
dinamika pelaksanaan tu~as pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBanjarmasin.

PasallO

BAB VII
PENYESUAlAN DAN PERUBAHAN

(1) Penyelenggan memberikan akses untuk partisipasi rnasyarakat
menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

(2) Penyelengara berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

(.3)Penyelesaian pengaduan pelayanan publik (perizinan dan non
perizinan) diatur tersendiri dengan Peraturan KepalaDinas Penanaman
Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Pasal9

BAB VI
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR iO

HAMLI KURSANT

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAN,JARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pacta tanggal 18 11cn.cmb(.1' (.e 18

lBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pacta tanggal 17 ;-Ie scaibc r :..\1;,.;

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalaro Berita Daerah Kota
Banjarmasin .

Pasa1 13



1. Daftar Dokumen SOP Manajemen (MR,

No Nornor Ookumen Status Nama Ookumen
1 SOP.MR.OO l/DPMPTSP Rev.02 SOP Pengendalian Dokumen Internal
2 SOP.MR.002/DPMPTSP Rev.02 SOP Pengendalian Dokumen Eksternal
3 SOP.MR.003/DPMPTSP Rev.02 SOP Pengendalian Arsip
4 SOP .MR.004 / DPMPTSP Rev.02 SOP Pelaksanaan Audit Internal
5 SOP.MR.OOS/DPMPTSP Rev.02 SOP Tinjauan Manajemen
6 SOP.MR.006/DPMPTSP Rev.02 SOP Tindakan Perbaikan
7 SOP.MR.007/DPMPTSP Rev.02 SOP Pengendalian Hasil Yang Tidak Sesuai
8 SOP. MR.008/DPMPTSP Rev.OO SOP Analisa Risiko

2. Daftar Dokumen SOP Bidang Perizinan Tertentu
<:»

No Nornor Dokumen Status Nama Dokumen
] SOP.ZINTU .00 l/DPMPTSP Rev. 0 1 SOP Pembuatan Izin Prinsip
2 SOP.ZINTU.002 / DPMPTSP Rev.Ol SOP Pernbuatan lzin Lokasi
3 SOP .ZINTU.003 IDPMPTSP Rev.O] SOP Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
4 SOP.ZINTU.007/DPMPTSP Rev.Ol SOP Izin Usaha Angkutan Umurn Kota
5 SOP.ZINTU.008 I DPMPTSP Rev.Ol SOP Izin Usaha Angkutan Barang
6 SOP.ZINTU.OIO/DPMPTSP Rev.Ol SOP Jzin Pendirian Menara Telekomunikasi
7 SOP.ZINTU.OII/DPMPTSP Rev.Ol SOP fzin Usaha Media Elektronik lnformasi

dan Kom unikasi (IUMEIK)
8 SOP.JASU.013/DPMPTSP Rev.Ol SOP Pembuatan Izin Reklarne

3. Daftar Dokumen SOP Bidang Perizinan Jasa Usaha

No Nomor Dokumen Status Nama Dokumen
1 SOP.JASU.OOljDPMPTSP Rev.01 SOP Pembuatan Surat Keterangan Tempat

Usaha (SKTU)
'-z:' SOP.JASU.002/DPMPTSP Rev.Ol SOP Pernbuatan Izin Penerjemah
3 SOP.JASU.003/DPMPTSP Rev.OJ SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4 SOP.JASU.004jDPMPTSP Rev.01 SOP Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan

(TOP)
5 SOP.JAS'U.OOSjDPMPTSP Rev.Ol SOP Pembuatan Tanda Daftar Industri (TDl)
6 SOP.JASU.OO6/DPMPTSP Rev.Ol SOP Izin Usaha Industri (lUI)
7 SOP.JASU.007 jDPMPTSP Rev.O] SOP Pernbuatan Tanda Daftar Gudang (TDG)
8 SOP.JASU .0081DPMPTSP Rev.Ol SOP Izin Toko Obat (ITO)
9 SOP.JASU.O 14/ DPMPTSP Rev.Ol SOP Pembuatan Izin Pemasangan Spanduk,

Umbul-umbul, Banner
10 SOP.JASU.017/DPMPTSP Rev.Ol SOP Pembuatan Izin Penyelenggaraan

Puskesmas
11 SOP.JASU.018/DPMPTSP Rev.Ol SOP Pembuatan Izin Usaha Jasa Konstruksi

(lUJK)
12 SOP.JASU.019/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Daya Tank Wisata
13 SOP.JASU.020/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Kawasan Pariwisata
]4 SOP.JASU.021/DPM"PTSP Rev.OO SOP Vsaha J asa Transportasi Wisata
15 SOP.JASU.022/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Jasa Perjalanan Wisata
16 SOP.JASU .023 jDPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Jasa Makanan dan Minurnan
17 SOP.JASU.024jDPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Penyediaan Akomodasi

LAMPIRAN
K8PUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR tc TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERlNTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANJARMASIN



Rev.Ol

Nama Dokumen
SOP Penyusunan LAKIP DPMPrSP
SOP Penyusunan Renstra DPMPTSP
SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Daerah
SOP Penyusunan RKT

Status
Rev.Ol
Rev.OJ
Rev.Ol

Nomor Dokumen
SOP.RENCAN.OO1IDPMPTSP
SOP.RENCAN .0021 DPMPTSP
SOP.RENCAN.003/DPMPTSP

SOP.RENCAN. 004/ DPMPTSP

,Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Perencanaan

Nomor Dokumen Status Nama Dokumen
SOP.KABANG.Ol/DPMPTSP Rev.Ol SOP Pengembangan dan Inovasi Pelayanan
SOP.KABANG.02/DPMPTSP Rev.Ol SOP Pengkajian Regulasi

Daftar Dokumen SOP Bidang Pengkaiian dan Pengembangan

Status Nama Dokumen
Rev.Ol SOP Penyusunan Data Realisasi Perizinan
Rev.O 1 SOP Kegiatan Pelayanan Informasi Perizinan

Nomor Dokumen
SOP.DATINFO.OI/DPMPTSP
SOP.DATINFO.03/DPMPTSP

Daftar Dokumen SOP Bidang Data dan Sistem Informasi

Rev.O!

Rev.Ol

Nama Dokumen
SOP Penyusunan Tndeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
SOP Pengaduan Perizinan dengan Peninjauan
Lapangan
SOP Pengaduan Perizinan Tanpa Peninjauan
Lapangan

Status
Rev. 0 1

Nomor Dokumen
SOP.DALTU.Ol/DPMPTSP

SOP.DALTU.02/DPMPTSP

SOP.DALTU.031 DPMPTSP

5. Daftar Dokumen SOP Bidang Pengendalia.n Mutu

Rev.OO
Rev.Ol
Rev.Ol
Rev.Ol

Nama Dokumen
SOP Pelayanan lzin Pendaftaran Penanaman Modal
SOP Pelayanan Izin Usaha Perubahan Penanaman
Modal
SOP Pelayanan Izin Alih Status Penanaman Modal
SOP Perencanaan Kegiatan Promosi Potensi Daerah
SOP Kegiatan Promosi Potensi Daerah
SOP Kegiatan Monitoring Perusahan Bidang
Penanaman Modal

Status
Rev.OI
Rev.Ol

Nomor Dokumen
SOP.PM.005/DPMPTSP
SOP.PM.007/DPMPTSP

SOP.PM.009/DPMPrSP
SOP.PM.009/DPMPTSP
SOP.PM.OIO/DPMPTSP
SOP.PM.OIII DPMPTSP

4. Daftar Dokumen SOP Bidang Penanaman Modal

6.
'--'"

No
I
2

7.

No
J
2

8.

No
1
2
3

4

3

2

No
1

No
1
2

18 SOP.JASU .025 /DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi

19 SOP.JASU.026/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentil, Konferensi, dan Pameran

20 SOP.JASU.027/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Jasa Informasi Pariwisata

21 SOP.JASU.028/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
22 SOP.JASU.029/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Jasa Pramuwisata
23 SOP.JASU .030 IDPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Wisata Tirta
24 SOP.JASU.031/DPMPTSP Rev.OO SOP Usaha Spa dan Salon Kecantikan
25 SOP.JASU.032/DPMPTSP SOP Penerbitan Sejati (Seberkas Jadi Tiga Ijin)
26 SOP.JASU .0331OPMPTSP SOP Sural Keterangan Tcmpat Usaha (SKTU)

dcnga n c Tanda Tangan



~
IBNU SINA

WALIKOTA BA,NJARMASINj

Rev.Dl
Rev.Dl
Rev.Dl
Rev.Dl

R~v.Ql
Rev.0' 1

Rev.O'l

Rev.O'l

Rev.O'l

Nama Dokumen
SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat
Masuk dan Pengarsipan
SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat
Keluar dan Pengarsipan
SOP Pelaksanaan Jaminan .Jasa Perneliharaan
Kesehatan PNS / Askes
SOP Pembuatan Karpeg, Karau/ Karis dan
Kartu Askes Pegawai
SOP Penyusunan Pemutakhiran Data Pegawai
SOP Pengawasan dan Evaluasi Absensi Sidik
Jari dan Manual
SOP Penyelenggaraan Usul Curl Pegawai
SOP Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai
SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
SOP Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat, Gaji
Berkala, Pensiunan, Tanda .Jasa, Tanda
Penghargaan, Pengembangan Karir dan
Pemberhentian

Rev.O'l SOP Pengarsipan Dokumen
Rev. 0'1 SOP Penyelenggaraan Rapat Internal

Status
Rev.0' 1

SOP.UIy1PEG.Dll/DPMPTSP
SOP.UMPEG. 0' 12 ID PMPTSP

SOP. UMPEG .0'0'4IDPMPrSP

SOP. UMPEG.005 IDPMPTSP
SOP.UMPE:G.OD6IDPMPTSP

SOP.DMPEG.O'D7IDPMPTSP
SOP :UMPEG.O'O'8/DPMPTSP
SOP.UMP,EG.DD9IDPMPTSP
SOP. UMPEG. 0' 10/DPMPTSP

Nomor Dokumen
SOP.UMPEG.O'O'1IDPMPTSP

SOP.UMPEG.OO'2jDPMPrSP

SOP.UMPEG.O'O'3/DPMPTSP

Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama Dokumen
SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
SOP Prosedur Pembayaran UPI GU
SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Status
Rev.OJ
Rev.O'l
Rev.Ol

NOIDor Dokumen
SOP.KED.001./ DPMPTSP
SOP.KEU.O'02/DPMPTSP
SOP.KEU.003j DPMPTSP

11
12

10.

No
1

2

3

4

'\.._,...

6

7
8
9
10

No
1
2
3

9. 'Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Keuangan
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atau buku dan atau dolrumen lain yang digunakan
panduan harus diidentifikasikasi dan dikendalikan

1. Perangkat Komputer
2.Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

.1. Minimal SMA/ Sederajat
2. Mampu .mengoperasikan komputer
3. Mampu bekerja sama dalam Tim
4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP
5. Memahami persyaratan ISO9001:2015 tentang dokumentasi

Pengendalian Dokumen EkstemalNAMA SOP

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nemer 7 Tahun 2016 tentang
Sueunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Peraturan WaJikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin,

3. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten tang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi.
Pemerintahan.

4. ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi

WALl KOTA
BANJARMASlN

DJSAHKAN OLEH

TOL. EFEKTIF

TOL. REVISI

MANAJEMEN REPRESENTATIF

31AGUSTUS 2018TOL. PEMBUATAN

NOMOR SOP SOP.MR.002IDPMPTSP

PEMERINTAB KOTA BANJARMASIN
UlNAS PENANAMAN MODAL DANJ>ELAYANAN TERPADU $AT(J PlNTU

KOTA BANJARMASIN

/ (
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Pelaksana Mulu Baku
No. Kegiaian Keterangan

Ar'Sfparis KasubbagTU Keleog~apan Waktu Output

1 Menerima dan menginventarisasi arsip

9
8erkas arsip 15menit- Daflar inventarislr

2 Mengklaslfikasi dan menginventarisir arsip 6 Dafiarinventarisir 30menil Hasil inventarisidokumen
berdasarxan jenis arsip

3 Menenlukan lokas! simpan, masa slmpan dan HasilinveotaIisidokumen 30menit- Hasil penenluan Iokasl simpan,
metode pemusnahan masa simpan dan metode

pemusnahcin

4 Memelihara arsip sesuai dengan Iokasi dan masa Hasil penenlUanlakasi simpan. masasimpan Arsip terpeflhara
simpan yang telah ditetapkan masa simpan dan metocle

pemusna.'lan

5 Jika masa simpan arsip telah habis, maka lakukan Hasil ~lUan lokasi simpan. 3Omeoit Laporanpemusnahanarsip ,Pemusoahan harus mendapal
pemusnahan sesuai dengan metode yang lelah masa simpan dan melode persetujuanMRdan KepalaDinas
ditetapkan pemusnahan

6 Menerima dan rnerneriksa laporan dan arsiparis hasil invenlarisirarslp 30menit Arsip

7 Mengarsipkan laporan 6 Arsip 15 menit LaperanArsip

(PROSEDJ., PENGENDALIAN ARSIP
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Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan Document Keterangan

MR Auditor Audltee Control!er Kefengi<apan Waktu Output

1 Mernbuat program audit Internal. Audit internal FormProgramAudil 60 menlt ProgramAudit Internal
dllakukan minimal sekaH setlap tah4nnya. 9 Kompuler,Daliar Inlemal

IAudllor
2 Membuat jadwaJ audit dan memilih auditor yang Q ProgramAudit Internal. 60 menlt Jadwalaudllintemal

bertugas dan alokasi waktu dan tempat audit Formjadual audit intemal,

3 Menginrormaslkan jadwal audit Internal ke seluruh 6 Jadwalaudit internal SOmenll Jadwal aud~internal
bag ian termasuk kepada Internal auditor yang I terinformasikan
[dituniuk

4 Membuat cekfist audit sesuai dengan area audit 6 Jadwataudit internal 60 menit Celdist?udit
yang akan menjadi tugasnya

5 Melaksanakan openninq meeting, ufltuk mellg 6 Jadwalaudit 15menll DattarHadir
konfinnasi jadwal, tujuan serta sasaran audit I

6 Melaksanakan audit dengan menggunakan ¢ Ceklisaudit 300menit CekJisaudityang telah
checklist audit yang telah dibuat. dierigkapl

7 Membuat laporan ketidaksesualan yang ditemukan -D Celdisaudit yang telah 120menit LaporankelXlaksesuaian
selama audit berfangsung diengkapl

6 Membuat laporan pelaksanaan audit internal yang y CekJisaudit yang telah 60 menit laporan audit Inlemal
telah dilakukan, dengan me-resume seluruh dilengkapi.Laporan
lemuan audil ,,,l,,,n

9 Melaksanakan clQsing meeting untuk melaporkan 9 Laporanaudit inlemal 30menlt DaftarHadfr
hasil kegiatan audit

10 Menyerahkan laporan ketidaksesuaian kepada 6 Laporanketklaksesualan 15menit Laporanketidaksesuaian
auditee

11 Membuat dan melakukan tindakan perbaikan Laporankelidaksesuaian 4200menit Laporankelidaksesuaian Prosedurlindakan
lerhadap ketidaksesuaian yang ditemukan yang telahdiengkapl perbai\andan

pencegahan

12 Melakukan kompilasi terhadap ketidak sesuaian Laporanketidaksesuaian 300menil Log Isporan
yang tetah diletapkan tindakan perbaikannya serta yang telahdi!eogkapi ketXlaksesuaian
memberikan penomoran terhadap laporan
I,,"P!irl::dtc>pc>uaian tJ"r<:..... lIt

13 Melakukan verifikasi efeklivitas tlndakan perbaikan '-, Laporanketidaksesuaian SOmanr! Laporanketidaksesualan
yang telah dilakukan yang telahdiengKapi yang leIahdi verifikasl

14 Memonilor progress status ketidaksesuaian ¢ Log Isporan 60 menit Slatuslaporan
kelXlaksesuaian I-.e!ilaksesuaian

((
PROSEDUR AUDIT INTERNAL

J

p...



" f
15 Memelihara seluruh rekaman aktivitas audit internal .. Jadwal audit, surat tugas. masaslmpan Rekaman terpellhara Prosedur

cekllst audit, laporan pengendalian
kelldaksesuaian. laporan amip
audit. log laporan
kelidaksesl!aian. daftar -
hook opennlng dan dosing
m""lInn

16 Melaporkan hasil audit Internal ke Top HasitAudillnlernal 30 menil HasaAudillhlernal ProsedurTinjauan
management melalaui mekanisme tinjauan leriapor1<ankepsda Top Manajemen
manaiemen •.t.

j (

Q j • P



1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. MejaKursi Petugas
4. LemariArsip
5. Form Notulen Rapat Tiojauan Manajemen
6. DaftarHadir

--..--
PERALATANf 'P~RLENGKAPAN:

1. SOP Pengendalian Arsip
KETERKAITAN:

1. Minimal SMA/ Sederajat
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu bekerja sama dalam Tim
4. Memiliki komitmcn tioggi dalam pelaksanaan SOP
5. Kepala Dinas, mampu mengevaluasi dan memiliki kewenangan

memberikan kcputusan terkait scoop permasalahan yang menjadi
pem baha san

1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pena naman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

3. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

4. ISO 9001:2015 lGausu19.3 Tinjauan manajemen

KUAIJFll{AStPELAKSANk

1'injauan ManajemenNAMA SOP

WALl KOTA
BANJARMASIN

DISAl~N OLEH

TGL. EFEKTLF

TGL.REVISI

DASARI-It.JKUM::.

3 I AGUSTUS 20 18TGL. P6MBUATAN

MANAJEMEN REP RESENTATIF

PEMERINTAB KOTA BANJARMASfN
DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADUSATU ,PINTU

KOTA lJANJARMASIN

SOP.MR005/DPMPTSPNOMORSOP



PelakSan~ Mutu Baku
No. Keglatan DoCument Bagian Kolnrangan

MR Controller Ter1<ai1 Kelengkapan Waklu Outpul

I Membuat program dan menenlukan jadwal tinjauan manajemen. Tinjauan j(omputer,Forn- 30menil ProgramSislem
manajemen dilakukan minimal sekall setiap lahunnya. ProgramSistem ManajemenMulu

ManajemenMulu

2 'Menyusun agenda linjauan manajemen. Masukan atau hal-hal minimal AgendaTinjauan 60menU JadwaJtinjaUan
yang di bahas aclalah : Manajemen manajemen
a. Hasil Audit
b. Hasil Pengukuran Kepuasan pefanggan dan umpan balik pelanggan .
c. Kinerja Proses dan Kesesuaian Jasa
d. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
e. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen sebelumnya
r. Perubahan yang clapal mempengaruhi system mutu
g. Rekomendasi untuk perbaikan

3 Menginformasikan pelaksanaan linjauan manajemen J,adwaJtinjauan 300menit Undangan
manajemen

< Melaksanakan rapat tinJauan manajemen Undangan.materi 120menil Daflar HOOfr. RapatTmjauan, rapal pembahasan mated Manajemenhams
dihadirioIeh Top
ManajemenlKepala
IninAc

5 Membual notulen hasil rapat. DaftafHad'lT. 120menil Noluleorapal
Hasil tinjauan manajemen dapa! mencakup : pembahasanmaleO
a. Perbaikan tertiadap keefektifan sistem manajemen dan proses-

prosesnya.
b. Perbaikan pada [asa yang dihasilkan terkail dengan persyaratan

pelanggan
c. Sumber daya yang diperfukan

6 Menindaklanjuti hasil tinjauan manalernen Notulenrapat sesuainotulen haslltindakan

7 Memelihara seluruh rekaman aktivitas linjauan manajemen 6 Notulenrapat,daftar masasimpan RekamanlerpeliharaProsedurpengendallan
hadir arsip

PROSEOLh, flNJAUAN MANAJEMEN (

-""j&"'¥"'~-""'~~""
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Pelakuna Mutu Baku
No. Kegi_at.an p\lnemu Document Bogion Waklu Output

Kelerangan
koUdaksesualan Controller Terkall MR Kel9ngk~pan

1 Identifikasi masalahi ketldaksesualan atau potensi .ATK, Form C"ontlnua PTPP KetidaksesuaiandapatberupahasH
kelidaksesuaian dan rnernbuat Permintaan Permlntaan pengendalianmutuyang tidal<
Tindakan Perbalkan dan Pencegahan TindakanPerbaikan sesuai, larget yang tidal<lercapai,

dan Pencsgahan keluhanpelanggan,hasil internal
(PTPP) audit,hasHanalisa

2 Menyerahkan Permlntaan Tindak,an Perbalkan dan 'I PTPP 3P menil PTPP
Pencegahan kepada document controller

3 Mendaftarkan, memberikan penomoran dan PTP? Smenil PT?P
menyerahkan Laporan ketidaksesuaian kepada
bagian terkalt

<I Melakukan ana lisa untuk mencart akar Q PTPP 900menit PTPPdengan
permasalahan mengi~ anelisaaker

masalah
5 Menentukan rencana Undakan perbalkanl ¢ PTPPdangan 900 menil PTPPdengan

pencegahan yang dapa! menghilangkan akar mengislanalisaakar mengis!rencana
lmasalan mllsalah tindakan

6 Melaksanakan tlndakan perbaikan I pencegahan 0 PT?? sasuaijadwsl pelaksanaan
sesuai rencana I tindakanperbalKan

7 Melakukan verifikasl efektifitas atas tindakan -D PTPPyang sudan 1hari setelah Hasilvel'ffillasi ji~a ketidal<sesuaiandltemukan
perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan dllengkapi perbaiken ,ketikeaudit makaverifikasidilakukan

dilakukan lolAh Aur1110(
8 Memonitor progress status ketidaksesuaian 6 Loglaporan Continua Status laporan

ketidaksesuafan ketida~sesuaian

PROSEDUR TINDAKf ..• PERBAIKAN DAN PENCEGAHA



Apabila SOP tidak dilaksanakan akan terjadi kelambatan, ketidakjelasan
alur, ketidak trasparan biaya dan ketidak tepatan waktu pelayan

1. Pendidikan minimal SMA/Sederajat
2. Mampu mengoperasikan computer
3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
4. Mampu bekerja sama denganTim
5. Memahami Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal.
3. Peraturan Kepala BKPMNomor 14Tabun 2009 Tentang Sistcm Pelayanan

dan Perizinan lnvestasi secara Elektronik.
4. Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal eli

Kota Banjarmasin.
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Baniarmasin,

Pelayanan Izin Usaha Pcrubahan Penanaman
ModalNAMA SOP

WALIKOTA
BANJARMASIN

DlSAHKAN OLEH

TGL. EFEKTlF

TGL. REVIS}

31 AGUSTUS 2018TGL. P§MBUATAN

SOP.PM.007fDPMPTSPNOMORSOP

BIDANG PENANAMAN MODAL

PEMERINTAH ROTA BANJARMASlN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARMASJN
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Disimpan scbagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi Izin Prinsip yang dikeluarkan.

PERALATAN/ 'PERLENGKAPAN:-
-

KETERKAITAN:
1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. Leman Arsip

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang.
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW

Kota Banjarmasin.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasa Perangkat Daerab Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

Pembuatan Izin PrinsipNAMA SOP

WALl KOTA
BANJARMASIN

DISAHKAN OLEA

TGL. EFEKTIF

TGL. REVJSI

31 AGUSTUS 2018TGL. PEMBUATAN

SOP.ZTNTO.OOIIDPMPTS-PNOMORSOP

BIDANG PERJZINAN TERTENTU

PEl\1ER.Il\'TAnKOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN FELA YANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARMASlN
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KETERKAlTt\N:

1.Minimal SMA/ Sederajat
2. MemahamiPeraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun

2015 tentang lzin Lokasi.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tabun 2013 tentang RTRW

Kota Banjarmasin.
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasa PerangkatDaerah Pemerintah KotaBanjarmasin.
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin

Pembuatan lzin LokasiNAMASOPBIDANG PERIZINAN TERTENTU

WALIKOTA
BANJARMASIN

DlSAI-ll{AN OLEH
PEMERINTAHKOTA BANJARMASIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASlN

TGL. EFEKTIF

TGL. REVIS1

31 AGUSTUS 2018TGL. P~rvfBUA TAN

SOP.ZINTU.002fDPMPTSPNOMORSOP
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1. MinimalSMA/ Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Mcmilikikomitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

- ~
,_~ ~i~-~ "".l _~~- -: ~',;.;.·.,,~-Ji

~ '"
KUALIF~SI PELAKSANA:

Pembuatan lzin Mendirikan Bangunan (IMB)NAMASOP

WALl KOTA
BANJARMASlN

DISAHKAN OLEH

TGL. EFEKTIF

TGL. REVISI

3 I AGUSTUS 2018TGL. PEMBUATAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Bangunan Panggung.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2012 lcntang Retribusi
1MB.

4. Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang IMB.
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nemer 31 Tahun 2012 tentang

Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas
Sungai.

6. Peraturan Daerah Kota Barrjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW
Kota Banjannasin.

7. Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perumaban di Kota Banjarmasin.

8. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 201~ tcntang Garis Sempadan
Bangunan dalam Daerah Kota Banjarmasin.

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintab Kota Banjarmasin.

10.Peraturap. Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tabun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pclayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjannasin.

SOP.ZINTU.003IDPMPTSPNOMORSOP

(

DASARHUKUM:
I~

BIDANG PERrZlNAN TERTENTU

· ~.
-awaRWII(
- ~'<'

\~

PEMERINT AH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOT A BANJARMASIN
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Onarang mengubah dan atau menggandakan dokumen hil tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu Kola Banjannasln

Pelllksana MutuBaku

1'0. Kegl.atan Kas] Tim Kabid JFU Lok.cl Ret
FO Adm Teknis Zintu

Sekdis Kadia ~ubbag Pcng.;ombilnII Kelengkapail Waktu OUlput
L!m~ SK

1 M"nc:riI1lAduu nlttm"";ks:a.berkas pcrt1IOb.oDaIl pcuubul1!nu IlctlcM 1"'1TUOIlooan Berkna I)¢rmohol ..an
lziJ. Uattllll l\"l!killlln UJUum "Oln. Jilut lC!ORku Jl bc:1IG1,s

T
l;tin U~llhn Anslrutan lltill USlilul t\nRlnltnll

dhcnlbkJIII ke I{:,"I Adm. (pc:mohou dJbcri Real Tnndll UllllilllKow UIOIIII\I\.oI" dun R""j
Turluul berkou). JIIu.t l.Ir,tnklengknp berkns dlkcmboJlknn

.
ke JlCUlOltOIl umuk dilcngkapi

,

2 Mc:wIICrlnlClini l>c:rkn.,pc:rruohollADpc:mbuntan !zill UIAhn 't OcrkB8 pc:nllOhoIUlD Ocrluls I"'nnohol'UUl
Angkullln UmuDi Koln. Jib bc:uar dilcn lalulU Ice T= - lido UiUlluIAngk-utan Izln Usahn Anglrulan
Tc:lcni~ .Ilkn tidnk benar berI<a.s dikcmballkan ke Pemohon umum Kom Umum K.ola
cndal Ui Ito. lerWrillkAei

3 J,I""CCIt\)c Droft lzin OsahtJ. AngkuUln Umwn KolA dAn BcrkJu pcmlOlloww Bc:rlaulpenn.ohol1lln SOP
mctl)'l1mlX'lknn IccKalli Adm untuk ditindaklruljuti ~ ~ lrill U5II.haN'gklltaJ) lzin Usahll Angkuu\Jl RclcolD

~ ~ UmumKom Umum 1<0111 endaei
lctve:riliknsi LCrvorlfikaS! dnn

Va dnllUzin U~hn.

TI ak
J\.uBkull1nUmuIII
I<otn

" MeJOerileM tlnl( l%in Ua.tha AngkuJan Umum Koln. JIkn Derkns pertnchouan J3c~ peml.ohol1lltl
""llljll rlipnm( dnn OlCl)umpailcn.n IceKnbid Zilliu d40jilcn kW> 171"UIlnlIAAngJrutan Izlo UsnhD Jl.nRlnllnn
tidnlc scluju dikcmbu.liknn keRas; Adm UIUu01KoUt 'Umwn "OIA

Icsvcrililcui dan LCrverlrlknlli dan
drn Illzi.n Ue;aha drnft lzin UIlAJ~"l
IInl>lnllnn Umum Anllkutan Umum
KoUl Kelll bc:rpnro!Kruu

Adm.

5 Memcriluua dmfi 1';11 U54M t\J1gkUtaD Uwum Koln. Jilm I3erlcfUJpc:nuobonan Berknll permoholUUl
aelUJII dlpnm( dan mc:tl}'1UllpWkan ke Sekretaris DiDall dAn 1%1.11UOJa.bAAnglrutan Iz:in UllOM Angiru taD
jilcn tiduk uluju dik.cmbolikan Ice Kasi Adm. Tldak ~ ~ Uruum Kola UmwnKotn

~ p Ic.....,..ili~idAn t.crYcriIikB81dAn
drn1\ Inn USIlhn. drnll.lzin UsaM
AogJrutruJ Umum AngJrutan Umum

Vii Kotn bc:rpanUKasi Kom berpnro!Mbid
/\dm. Zlndu

6 Mallcrlksn dron lzin VsalUl AngkulJ,Ul UDium Koln. Jikn Berkne perusehonan I3crkna pennohonn.n
~CUlJU dJINlm( dan Dlcoy,unpnikan kc l(cralu Dinns, jiko s; 121"Usa"a J\.nllkutan lzin UIII1!IIlAngkuum
lidllle lI<rl.ujudikcmb:J.i1ko.nke Knbid ZinLu Tlda .A Uwu", Kota UmUlU".oln

~ ~' IUIverlnkn8i dan l.csve.rillknsldan

Va
druft lm.nUsuba dmn lrJn UIUlM
I\nglmlnn Umwn Ang)cumn Uwum
KOlaberpnnUKabid KoUlLc:rp;unf
Ziudu Sekrelllria

(
PROS£DUR PEMBUAlA.'4 IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM KOlA



Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala DlnasPenanamanModal dan PelavananTerpadu Satu Plntu Kola Banjannasin

I Memrrikan drnf lzin U",thn 1\"81011411UUUIIU "oln .1iko

ITIdak ~
I~, ,H"nlloltOlWn lUll tJMhn AJlgkul1lU

n~l..jll c1iu.ntln laul;IlU; dlUl ~pniknll ke .If'll Stlbb.'1l l:rin lJIk.lta AnllkuUUl UmulU I-\otn
Umpcg dnn jikn li,J"k M\lIjudlkcmbujikall ke S<'krolnri. Urnu1f1 ~ou. bCl1l1l1dutuIIR:ul

LClVllrink(l~idnn ""t1i.
(lm/ll?:in Uouhu

- ,t\ll~lllllll UOIIIIII
I,om W'l)l.mJ'
~relnri3

8 Mendokulllcnuuiila:ul lzin Uanba I\ogkuUln UII1UlJIJ.:oUl lzin UIlIIha Angkutrul lzin UIIlWttAnglcuUtn
IIAn Iu<:nynmpailatn ke Loket Pcngruubllnn SK ~~ Unlum KoUl Umuml\otn

bertandetnngnn b'lrtllJldllulrlgan
l\.ndis l<.odis)llIng

terdokurueatas!

9 Mcncrima dan 1l1ell)'c:I'1lblatn lzin U.:alm I\flgkulllO Umum lzin U8llbnI\ngkuuul l%inUsolu. Anglcul41'1
1\0\8 pada.Pcuiohon Umum "Olll UmumKOUl clitcrim.'\

buUtndulJ1n81tn Pcmobon
KtI.lis dan Ral

22M



Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi Izin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan.

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

1.Minimal SMA/ Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
S. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

~
-KUALlFnKASIPELAKSANA:..

Pembuatan Izin Usaha Angkutan BarangNAMASOP

WALl KOTA
BANJARMASIN

D[SA.H]<AN OLEH

TGL. EFEKTIF

TOL. REVISJ

31 AGUSTUS 2018TOL. PEMBUATAN

NOMOR SOP SOP ZINTU.008/DPlvfPTSP

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentangJalan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Kodc

WiJayahPendaftaran Tanda Nomor Kendaraan.
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor19 Tahun 2007 tentang

Perizinan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di .Jalan
dan Kursus Mengemudi.

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 ten tang
Susunan Organisasa Perangkat Daerab Pemerintab Kota Banjarmasin.

7. Peraturan Walikota. Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Baniarmasin,

'"DASARHUKUM~:-

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

PEMERINTAH KOTA BANJARMASfN
OINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERP ADU SATU PINTU

KOTA BANJARMASIN

\ (
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1. Perangkat ....~v.L.1L1J
2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlakn
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memili.k:ikomitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

NAMA SOP

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan dan rekomendasi teknis diterima Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai deogan waktu yang Dokumentasi Izin Pendirian Menara 'Ielekomunikast yang dikeluarkan.
ditentukan. ~

MenaraPend irianIzin

WALl KOTA
BANJARMASlN

OrSAHKAN OLEH

TGL. EFEKTIF

TGL. REVIST

1. SOP Pembuatan SKTU
2. SOPPembuatan IMB
3. SOP Pembuatan HO
4. SOPPembuatan Izin Prinsip

31 AGUSTUS2018TGL. PEMBUATAN

NOMOR SOP SOP.ZIN1U.O 1O/DP~1PTSP

1. Undang-Undang Nomor 2& Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 terrtang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun
2011 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin,

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satn Pintu

BIDANG PERIZINAN TERTE..NTU

PEMElUNTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PlNTU

KOTA BANJARMASlN

( (
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1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. LemariArsip

1. SOP Pembuatan SKTU

1. Minimal SMA/ Sederajat
2. Memabami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memilikikomitmen tinggi da]am pelaksanaan SOP

NAMASOP

WALLKOTA
BANJARMASIN

DlSAHKAN OLEH

TGL. EFEKTIF
TGL. REVISI

31 AGUSTUS2018TGL. PEMBUATAN

NOMOR SOP SOP.zlNTU.O IUDP.MPTSP

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Retribusi Izin Usaha Media Elektronik Informasi dan Komunikasi.

3. Peraturan Daerah Rota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjannasin.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

BIDANG PERlZINAN TERTE.'NTU

PEMERlNTAH KOTA BANJARMASIN
UINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

KOTA BANJARMASIN

c (
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Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi Izin Usaba Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
an dikeluarkan,

1. Perangkat Komputer
2. Alat fulis Kantor
3. MejaKursi Petugas
4. Lemari Arsip

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan dan rekomendasi teknis ditcrima
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

PffiRINGATAN :
~::,-.

~RKAJTAN: PERALATAN/ FERLENGKAPAN:

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 lenlang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

10.Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 'rabun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Baniarmasin,
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